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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 

72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan Kabupaten 

Lembata serta mengkaji faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Stunting 

merupakan permasalahan multidimensional yang 

berkaitan dengan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, 

sanitasi, pendidikan, dan pola pengasuhan keluarga 

sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi 

dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan 

sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efektivitas implementasi 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di 

Kecamatan Nubatukan dilaksanakan melalui 

peningkatan komitmen pemerintah desa dan 

kelurahan, komunikasi perubahan perilaku dan 

pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi 

spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan 

dan gizi masyarakat, serta penguatan sistem data dan 

audit kasus stunting. Selain itu, penelitian ini 

menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan 

ditentukan oleh kapasitas dan profesionalisme aparat 

pelaksana, tingkat kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat, koordinasi dan integrasi antar lembaga, 

pengawasan dan evaluasi program, serta konsistensi 

dan harmonisasi kebijakan dengan peraturan lainnya. 

Penelitian ini menegaskan bahwa percepatan 

penurunan stunting memerlukan penguatan 

koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas 

kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat 

berjalan secara efektif dan terpadu. 

Keywords: Efektivitas, 

Implementasi Kebijakan, 

Stunting, Sosio-Legal. 
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PENDAHULUAN  
Stunting merupakan salah satu persoalan kesehatan nasional yang hingga kini masih 

menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia (Suhaeni et al., 2026). Stunting tidak hanya 

berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas 

sumber daya manusia, serta kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang. Tingginya angka 

stunting menunjukkan bahwa persoalan gizi dan kesehatan anak masih menjadi tantangan besar, 

khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, 

dan pemenuhan gizi keluarga(Bagaskara, 2025). 

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan 

strategis, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting. Peraturan ini menjadi dasar hukum nasional dalam pelaksanaan program 

percepatan penurunan stunting secara terpadu, terintegrasi, dan melibatkan berbagai sektor 

pemerintahan maupun masyarakat. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam menekan angka 

stunting secara efektif dan berkelanjutan (Lautt & Rahayu, 2024; Saepudin et al., 2025; Sussanti, 

2025). 

Kecamatan Nubatukan sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Lembata juga menghadapi 

tantangan dalam upaya penurunan stunting. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan 

fasilitas kesehatan, pola asuh, tingkat pendidikan, serta koordinasi antar lembaga menjadi faktor 

yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting. Oleh 

karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam menurunkan angka stunting di Kecamatan Nubatukan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai stunting 

umumnya masih berfokus pada aspek pelayanan kesehatan dan pengawasan anggaran. Sementara 

itu, penelitian mengenai efektivitas implementasi kebijakan nasional, khususnya Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Nubatukan 

Kabupaten Lembata, belum ditemukan. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Sartoli (2024) 

dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Layanan Kesehatan Bagi Penderita Stunting di Kelurahan 

Naibonat Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan” yang berfokus pada pemenuhan hak layanan kesehatan bagi penderita stunting dari 

perspektif hukum kesehatan. Selain itu, terdapat pula penelitian oleh Tikwa Petronela Seran (2023) 

dengan judul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan 

Anggaran Stunting Tahun 2021–2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan” yang lebih 

menitikberatkan pada fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran 

stunting. 

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian 

dan locus penelitian. Penelitian ini tidak hanya membahas persoalan stunting secara umum, tetapi 

secara khusus menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 

dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan. Dengan demikian, penelitian ini 

memiliki unsur kebaruan baik dari sisi objek kajian maupun lokasi penelitian. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam upaya percepatan 

penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan paradigma hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif 

dan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 

Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. Pendekatan yuridis normatif dilakukan 

melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang 

berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan 

melalui observasi langsung di lapangan guna melihat implementasi hukum dalam praktik 

masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur, khususnya pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta lima desa atau 

kelurahan dengan kasus stunting tertinggi. Aspek penelitian difokuskan pada efektivitas 

pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting melalui peningkatan komitmen pemerintah 

desa dan kelurahan, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi 

intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penguatan sistem data dan 

informasi, serta pendataan dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Selain itu, penelitian ini 

juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan, seperti kapasitas aparat 

pelaksana, sarana dan fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, serta koordinasi antar lembaga 

pemerintah. 

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, khususnya 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Lembata Nomor 64 Tahun 2023. 

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin hukum yang 

berkembang guna membangun argumentasi hukum yang relevan dengan penelitian, sedangkan 

pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dan 

berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan 

terhadap instansi terkait dan masyarakat sasaran program stunting, sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Presiden Nomor 72 

Tahun 2021. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu 

penentuan sampel secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat 

dalam pelaksanaan program stunting di Kecamatan Nubatukan. Responden penelitian terdiri atas 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Kepala Puskesmas Kecamatan Nubatukan, lima 

kepala desa, lima kader posyandu, satu bidan, dan dua puluh ibu balita yang menjadi sasaran 

program stunting dengan jumlah keseluruhan sebanyak tiga puluh tiga orang. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara 

langsung kepada responden dan informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, 

sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pemerintah daerah dan pemerintah 

desa dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Studi kepustakaan dilakukan melalui 

penelaahan buku, jurnal, laporan penelitian, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, coding, tabulasi, dan 

verifikasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang 

sistematis mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di 

Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan 

Nubatukan Kabupaten Lembata 

Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan hukum pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh 

mana aturan tersebut mampu diterapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks 

percepatan penurunan stunting, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 hadir sebagai landasan 

hukum nasional yang mengatur strategi, koordinasi, dan pelaksanaan program percepatan 

penurunan stunting secara terpadu dan lintas sektor. Kebijakan ini tidak hanya menempatkan 

pemerintah pusat sebagai aktor utama, tetapi juga memberikan peran yang besar kepada pemerintah 

daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam pelaksanaan program 

penurunan stunting. 

Di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, implementasi kebijakan percepatan 

penurunan stunting dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan unsur pemerintah daerah, 

puskesmas, kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan masyarakat. Pelaksanaan 

kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, pemenuhan 

gizi keluarga, penguatan sanitasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan 

stunting. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai 

kendala, baik yang berkaitan dengan kapasitas aparat pelaksana, keterbatasan sarana dan prasarana, 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun koordinasi antar lembaga. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 

72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting, yaitu 

peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah, komunikasi perubahan perilaku dan 

pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan 

pangan dan gizi, serta penguatan sistem data, informasi, dan audit kasus stunting. Aspek-aspek 

tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan percepatan penurunan 

stunting telah dilaksanakan secara efektif di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. 

1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Kelurahan 

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu agenda strategis nasional yang 

menempatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam implementasi 

kebijakan. Dalam konteks Kecamatan Nubatukan, komitmen pemerintah desa dan kelurahan 

menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan 

stunting. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa merupakan institusi yang paling dekat 

dengan masyarakat dan memiliki kewenangan langsung dalam perencanaan pembangunan desa, 

pelayanan masyarakat, serta pengelolaan anggaran desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A.R.F.A selaku Lurah Kelurahan Lewoleba 

Timur pada tanggal 7 Agustus 2025 di Kantor Kelurahan Lewoleba Timur, diketahui bahwa 

pemerintah kelurahan telah menjadikan penurunan stunting sebagai program prioritas dalam 

pembangunan daerah. Informan menjelaskan bahwa program stunting dimasukkan ke dalam 

musyawarah pembangunan kelurahan dan diintegrasikan dengan program kesehatan masyarakat. 

Informan A.R.F.A menyatakan bahwa: 

“Kami selalu memasukkan program stunting dalam pembahasan pembangunan kelurahan 

karena masalah ini berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak. Pemerintah kelurahan 

bekerja sama dengan puskesmas, kader posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat untuk melakukan 

pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki komitmen 

kelembagaan yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan 
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stunting. Komitmen tersebut terlihat dari adanya integrasi program stunting ke dalam kebijakan 

pembangunan, keterlibatan lintas sektor, serta upaya pendampingan kepada masyarakat secara 

langsung. 

Selain itu, berdasarkan observasi peneliti di lapangan, pemerintah kelurahan secara aktif 

memfasilitasi kegiatan posyandu, penyuluhan kesehatan, dan sosialisasi mengenai pola hidup sehat 

kepada masyarakat. Pemerintah desa juga memberikan dukungan administratif dan koordinatif 

kepada tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam pelaksanaan program pendataan keluarga 

berisiko stunting. 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti 

keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi sebagian 

masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya 

optimal karena masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan sosial masyarakat. 

Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya 

ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat pelaksana dalam 

menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata di masyarakat (Asjadar, 2025). 

 

2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat 

Komunikasi perubahan perilaku merupakan salah satu strategi penting dalam percepatan 

penurunan stunting karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi 

juga berkaitan dengan pola asuh, budaya makan, sanitasi, dan tingkat pengetahuan masyarakat. 

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai 

efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan V.R selaku kader PKK Kelurahan 

Lewoleba pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa kader kesehatan secara rutin melakukan 

penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. 

Penyuluhan tersebut dilakukan melalui kegiatan posyandu, kunjungan rumah, dan pendekatan 

personal kepada masyarakat. 

Informan V.R menyatakan bahwa: 

“Kami tidak hanya memberikan penyuluhan di posyandu, tetapi juga datang langsung ke 

rumah warga. Kadang masyarakat sulit menerima perubahan karena sudah terbiasa dengan pola 

makan lama dan kurang memperhatikan gizi anak.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perubahan perilaku masyarakat masih 

menghadapi hambatan budaya dan kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama. Sebagian 

masyarakat masih menganggap bahwa stunting merupakan kondisi biasa yang tidak memerlukan 

penanganan serius. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga turut 

memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan sanitasi. 

Dalam praktiknya, kader posyandu dan tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai 

agen perubahan sosial di masyarakat. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan 

kesehatan, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan sosial dalam membangun kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan observasi peneliti, kader 

kesehatan sering kali melakukan pendekatan persuasif dan kekeluargaan agar masyarakat lebih 

mudah menerima informasi mengenai gizi dan kesehatan(Lubis et al., 2025). 

Namun demikian, efektivitas komunikasi perubahan perilaku masih dipengaruhi oleh 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan kurangnya konsistensi masyarakat 

dalam menerapkan pola hidup sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku 

masyarakat memerlukan proses sosial yang panjang dan berkelanjutan. 

https://dummy-citation.com/citation?d=z%3A7Va7ciNFFNWapSAhh6yriKiy9bJlvCQwiw1rbO9uWXZtkXE1czXTmp7uoR%2B2le3%2BE8E65LtION0zMnJAupEDqaTu%2Bzjn3MfMh%2FvB86WxspT6C%2F4zGM%2Fr5%2BoqKOlIC6mlaLhZUEVOLKgk2ZAmUYU6NGLBNdsVCcfpBoY1aekaFmvSpeAl114uRUGKGlxaXK%2FJkWjZSkV1EM44SUo05NZkqSYvGlOw1UNxnHxqoz3XTtRcySK0wNN7pPiF1NRIt9uj8bKgWlSk14SrFoZOAs8DOsfIC7%2BYhnzAT6GNbQgQd4FOkdTb5lI7b0PDWnAR4BOtAMonUNaoHsouHKyHBtJ5bgQV1EbOCWBDTRsScdca7SLvEJVEYvCXEAbpkKQGmi0RhuKx%2BhHySkZvHHVcN5ICCWkHERLTFHWvi10bldSP1JoFDEMtFqFAAfoQCaEDXptwtGQ9wrQd0Y4T4uey9cCkUQKP%2FJ1sUSwVIiJdoKY%2Bulu%2BQRIwbyi0QQvLOHJyiVJCekQWUeBYq0XQJTxIe9Ddrn2E0WFD4qBXoY6JgbCrKCVCNW08awbYENWMjjEZKqCd3O3FB3i2TVfUmhehs01kthTAvQrAmYIsQLGGIC2Swiep89B0YIJSRK7%2F0Y43RpkydqF%2FXDQuycVcKPhtDIbYmCHUZpN%2B02ipqR5mo2%2Fwrpnhg4QegnWQWm6odpS6FI1L232bDBSX0mNEIXdjLOI8Ki1OKU3kdq%2B9UVwJkGaMtfRhM00V2eCg%2BgIioZwbsDZ0k0cg3QnYdzz4x1bEIuknqtcTiwV9EVP3olKRNHBh4aAgTIfscmP5nx8%2F%2FvXij8FgUNwaW98PvqoIFpZy%2F7SOntbR0zp6WkefaB0pynN2jotj8lxOx9PZ3mTS5BgzUGN7qpfmfvB5ScFXxrr3SjYtltQv%2BBhbjIfjKUvnAu%2Bwl17x3bfz6%2FOr7LXIjrML8VuwGjK86qdGi3nSd3ljFGb7s%2FYhy7nJCfHuB88gVMmXoMb3gx25lNb5tzj5%2BmOlqP%2F5t4p%2BVqKpgAjvczsFVlG0Xy6xktS6zNwqNg%2FKgbHQl1AKlgazcMO2wPbgQS4LhxfBvDDy7pvJePj95GB2OHJBQZXhzb6cDicH48NCuoV%2Bj2%2BnP8jpi6PZ3v7h7LAy6EHMw1397uBgsj%2BezGZHk1VSIYm4SiKOj%2FbGhzUGwwSb87VVdz9V3rfuh9Fo3frF0NhyJNHKd8O2avvMAN2MYr%2FkikeFudXKUDGKSEaT6cF%2BibL5dRuZomWS1RX%2BPpNGs1meIdr2MXtSag1blUvPxcv1zyZoP%2FAWTwb0W87FOzx5XHfaV292cXKWvT6dX5yIV9dn1xdifvIy%2BzU7Fdl5diUucfl7Ns%2FE25PL0%2FPs7FrM38xPs%2FMigvoyD%2BD43YYjhE0U%2F1fbfwE%3D
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3. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 

Konvergensi intervensi spesifik dan sensitif merupakan pendekatan yang menekankan 

integrasi program lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Intervensi spesifik diarahkan 

pada pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi ibu dan anak, sedangkan intervensi sensitif 

berkaitan dengan sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan keluarga(Faizah 

et al., 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan G.A.H.N selaku Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lembata pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa pelaksanaan konvergensi 

program telah dilakukan melalui kerja sama antara dinas kesehatan, pemerintah desa, puskesmas, 

dan lembaga lainnya. 

Informan G.A.H.N menyatakan bahwa: 

“Intervensi spesifik dilakukan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian 

makanan tambahan, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan balita. Sedangkan intervensi sensitif 

dilakukan melalui program sanitasi, air bersih, bantuan sosial, dan ketahanan pangan.” 

Bentuk pelaksanaan intervensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Table 1. Intervensi Spesifik 

Intervensi Spesifik Bentuk Kegiatan 

Pemeriksaan ibu hamil Pemeriksaan rutin dan pemberian tablet tambah darah 

PMT balita Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal 

Imunisasi Imunisasi dasar lengkap 

Pemantauan balita Penimbangan dan pengukuran rutin 

 

Table 2. Intervensi Sensitif 

Intervensi Sensitif Bentuk Kegiatan 

Sanitasi Pembangunan jamban sehat 

Air bersih Penyediaan akses air bersih 

Ketahanan pangan Pemanfaatan kebun keluarga 

Perlindungan sosial Bantuan sosial keluarga miskin 

 

Meskipun program telah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa 

lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, dan sinkronisasi data yang belum 

optimal. Dalam beberapa kasus, program antar lembaga masih berjalan sendiri-sendiri sehingga 

efektivitas konvergensi belum sepenuhnya tercapai. 

 

4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat 

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor utama dalam pencegahan stunting karena 

berkaitan langsung dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak(Astuti et al., 

2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M.E selaku bidan di Puskesmas Nubatukan 

pada tanggal 12 Agustus 2025, diketahui bahwa peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui 

edukasi gizi dan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. 

Informan M.E menyatakan bahwa: 

“Kami mendorong masyarakat untuk menanam sayur di pekarangan rumah karena banyak 

keluarga yang belum mampu membeli makanan bergizi secara rutin.” 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi 

hambatan utama dalam pemenuhan gizi keluarga. Sebagian besar keluarga masih bergantung pada 
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pendapatan harian yang tidak stabil sehingga kebutuhan pangan bergizi belum menjadi prioritas 

utama dalam rumah tangga. 

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi sehat 

juga menjadi penyebab masih tingginya risiko stunting. Dalam observasi peneliti, sebagian 

masyarakat masih memiliki pola konsumsi yang kurang beragam dan lebih mengutamakan 

makanan instan atau makanan dengan nilai gizi rendah. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan 

ketersediaan pangan, tetapi juga berkaitan dengan akses ekonomi dan tingkat pengetahuan 

masyarakat mengenai gizi keluarga (Alpin, 2021). 

 

5. Penguatan Sistem Data, Informasi, dan Audit Kasus Stunting 

Penguatan sistem data dan audit kasus stunting menjadi bagian penting dalam mendukung 

efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting. Pendataan keluarga berisiko 

stunting dilakukan melalui kader posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan 

menggunakan sistem pendataan berbasis digital. 

Data lapangan menunjukkan bahwa jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi berada di 

Kelurahan Selandoro dan Kelurahan Lewoleba Timur. 

 

Table 3. Jumlah Keluarga Berisiko Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten 

Lembata Tahun 2025 

Wilayah Jumlah Keluarga Berisiko Stunting 

Desa Pada 20 

Desa Waijarang 11 

Kelurahan Lewoleba 43 

Kelurahan Lewoleba Timur 65 

Kelurahan Selandoro 78 

 

Berdasarkan wawancara dengan informan E.S selaku petugas TPPS Kabupaten Lembata 

pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa audit kasus stunting dilakukan melalui identifikasi 

kasus prioritas, pengumpulan data keluarga, observasi lingkungan rumah, dan penyusunan 

rekomendasi intervensi. 

Informan E.S menyatakan bahwa: 

“Kami turun langsung ke rumah keluarga untuk melihat kondisi lingkungan, pola makan 

anak, dan kondisi kesehatan ibu. Dari situ kami menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.” 

Pelaksanaan audit kasus stunting menunjukkan adanya pendekatan berbasis data dalam 

penanganan stunting (Nashira et al., 2024). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih 

ditemukan kendala berupa keterbatasan tenaga pendamping, kurangnya validitas data, dan 

keterbatasan fasilitas teknologi di tingkat desa. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan telah berjalan cukup efektif secara administratif 

dan kelembagaan, tetapi efektivitas substantifnya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, 

budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, 

peningkatan kapasitas aparat pelaksana, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar 

tujuan percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara optimal. 
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 

di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata 

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan 

Nubatukan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga ditentukan oleh berbagai 

faktor struktural, sosial, budaya, dan kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam 

perspektif efektivitas hukum, suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila terdapat kesesuaian 

antara substansi hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, serta tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa faktor 

utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di 

Kecamatan Nubatukan, yaitu kapasitas dan profesionalisme aparat pelaksana, kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat, koordinasi dan integrasi antar lembaga, pengawasan dan evaluasi program, 

serta konsistensi dan harmonisasi kebijakan dengan peraturan lainnya. 

1. Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pelaksana 

Keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sangat bergantung 

pada kapasitas dan profesionalisme aparat pelaksana di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan 

(Ardhana et al., 2025). Aparat pelaksana dalam konteks penelitian ini meliputi tenaga kesehatan, 

kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), aparat desa, serta unsur pemerintah daerah 

yang terlibat dalam program percepatan penurunan stunting. Kapasitas aparat tidak hanya berkaitan 

dengan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab, koordinasi, dan 

kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan G.A.H.N selaku Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lembata pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa salah satu kendala dalam 

pelaksanaan program percepatan penurunan stunting adalah keterbatasan kapasitas sumber daya 

manusia di tingkat lapangan, khususnya dalam pengelolaan data, pendampingan keluarga, dan 

koordinasi antar sektor. Informan menjelaskan bahwa tidak semua kader dan aparat memiliki 

kemampuan yang sama dalam memahami konsep konvergensi penurunan stunting. 

Informan G.A.H.N menyatakan bahwa: 

“Masih ada aparat dan kader yang memahami program stunting hanya sebatas urusan 

kesehatan, padahal program ini melibatkan banyak sektor seperti sanitasi, pendidikan, dan 

ketahanan pangan.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman aparat mengenai pendekatan 

multidimensional dalam penanganan stunting masih belum sepenuhnya merata. Dalam praktiknya, 

sebagian aparat masih menjalankan program secara sektoral sehingga koordinasi dan integrasi 

program belum berjalan maksimal. 

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan informan A.R.F.A selaku Lurah Kelurahan 

Lewoleba Timur pada tanggal 7 Agustus 2025, diketahui bahwa keterbatasan jumlah tenaga 

pendamping dan kader kesehatan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di tingkat 

masyarakat. Aparat desa sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan secara 

intensif kepada seluruh keluarga berisiko stunting karena jumlah tenaga pendamping yang terbatas. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Semakin baik 

kapasitas dan profesionalisme aparat, maka semakin besar peluang keberhasilan program 

percepatan penurunan stunting di masyarakat. 
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Table 4. Kapasitas dan Profesionalisme Aparat dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan 

Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata 

Aspek Kapasitas 

Aparat 

Permasalahan Dampak 

Kompetensi teknis Pemahaman program belum merata Program berjalan tidak 

optimal 

Koordinasi aparat Komunikasi antar lembaga masih 

lemah 

Program berjalan sektoral 

Profesionalisme 

pelayanan 

Pendampingan belum maksimal Kepercayaan masyarakat 

menurun 

Pengawasan program Monitoring belum rutin Evaluasi program kurang 

efektif 

 

2. Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat 

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas 

kebijakan percepatan penurunan stunting(Sari & Montessori, 2021). Hal tersebut disebabkan 

karena keberhasilan program sangat bergantung pada perilaku masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan gizi anak, menjaga sanitasi lingkungan, memanfaatkan layanan kesehatan, serta 

mengikuti program pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan stunting. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan V.R selaku kader PKK Kelurahan 

Lewoleba pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memiliki 

tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya gizi seimbang dan pemeriksaan kesehatan rutin 

bagi ibu dan anak. 

Informan V.R menyatakan bahwa: 

“Kadang masyarakat merasa anak pendek itu hal biasa karena faktor keturunan, sehingga 

mereka tidak terlalu memperhatikan pola makan dan pemeriksaan kesehatan anak.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan budaya di masyarakat 

yang menganggap stunting sebagai kondisi normal. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian 

masyarakat kurang aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu dan program penyuluhan kesehatan. 

Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, masih ditemukan keluarga yang 

tidak rutin membawa anak ke posyandu, tidak memberikan ASI eksklusif, serta memiliki pola 

konsumsi yang kurang memperhatikan gizi seimbang. Kondisi sanitasi lingkungan di beberapa 

wilayah juga masih kurang memadai, khususnya terkait penggunaan jamban sehat dan akses air 

bersih. 

Berdasarkan wawancara dengan informan M.E selaku bidan di Puskesmas Nubatukan pada 

tanggal 12 Agustus 2025, diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi 

keluarga turut memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap program kesehatan. 

 

Table 5. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Pelaksanaan Percepatan 

Penurunan Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata 

Aspek Kesadaran Masyarakat Kondisi di Lapangan Dampak 

Pemahaman tentang stunting Masih rendah Pencegahan kurang optimal 

Kepatuhan ke posyandu Tidak rutin Pemantauan balita tidak maksimal 

Pola makan keluarga Kurang gizi seimbang Risiko stunting meningkat 

Sanitasi lingkungan Belum memadai Risiko penyakit meningkat 
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting 

tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran 

sosial masyarakat dalam mendukung program tersebut. 

 

3. Koordinasi dan Integrasi Antar Lembaga dan Pemerintah 

Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting menuntut adanya koordinasi lintas 

sektor karena persoalan stunting merupakan masalah multidimensional yang berkaitan dengan 

kesehatan, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, 

efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dan lembaga terkait 

dalam membangun koordinasi dan integrasi program secara terpadu(Arlius et al., 2017). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan G.A.H.N selaku Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lembata, diketahui bahwa koordinasi antar lembaga telah dilakukan melalui rapat lintas 

sektor dan forum komunikasi TPPS. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ego 

sektoral dan kurangnya sinkronisasi program antar lembaga. 

Informan G.A.H.N menyatakan bahwa: 

“Semua lembaga sudah terlibat, tetapi kadang program berjalan sendiri-sendiri karena 

masing-masing sektor memiliki target dan mekanisme kerja sendiri.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih bersifat 

administratif dan belum sepenuhnya substantif. Dalam praktiknya, beberapa program belum 

terintegrasi secara maksimal sehingga efektivitas konvergensi program penurunan stunting belum 

berjalan optimal. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan A.R.F.A selaku Lurah Kelurahan 

Lewoleba Timur, diketahui bahwa koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan kader 

kesehatan sering terkendala oleh keterbatasan komunikasi dan jadwal kegiatan yang berbeda-beda. 

 

Table 6. Bentuk Koordinasi dan Kendala Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Program 

Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata 

Lembaga Terkait Bentuk Koordinasi Kendala 

Pemerintah daerah dan 

puskesmas 

Pelayanan kesehatan ibu dan 

anak 

Koordinasi belum rutin 

Puskesmas dan kader posyandu Pemantauan balita Komunikasi belum 

maksimal 

Pemerintah desa dan TPPS Pendampingan keluarga Program belum terpadu 

Dinas sosial dan kesehatan Bantuan keluarga stunting Data belum terintegrasi 

 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi 

oleh kualitas koordinasi antar lembaga dalam menjalankan program secara terpadu. 

 

4. Pengawasan dan Evaluasi Program 

Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan 

kebijakan percepatan penurunan stunting. Melalui pengawasan dan evaluasi, pemerintah dapat 

mengetahui sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta 

mengidentifikasi berbagai hambatan yang terjadi di lapangan(Sari et al., 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan E.S selaku petugas TPPS Kabupaten 

Lembata pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa pengawasan program dilakukan melalui 

monitoring kegiatan posyandu, verifikasi data balita stunting, dan evaluasi program secara berkala. 
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Informan E.S menyatakan bahwa: 

“Kami melakukan monitoring lapangan dan audit kasus stunting untuk melihat apakah 

intervensi yang diberikan sudah tepat atau belum.” 

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti 

keterbatasan tenaga pengawas, kurang optimalnya sistem pelaporan, dan data stunting yang belum 

sepenuhnya akurat. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi program belum dapat dilakukan secara 

menyeluruh. 

 

Table 7. Pengawasan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan 

Nubatukan Kabupaten Lembata** 

Aspek Pengawasan Permasalahan Dampak 

Monitoring program Belum rutin Program tidak terkontrol 

Evaluasi data Data belum akurat Intervensi tidak tepat sasaran 

Pengawasan anggaran Transparansi belum optimal Potensi penyimpangan 

Pelaporan program Laporan belum sistematis Informasi program terbatas 

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sistem 

pengawasan dan evaluasi yang mampu memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan 

kebijakan. 

 

5. Konsistensi dan Harmonisasi dengan Peraturan Lain 

Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga dipengaruhi oleh konsistensi 

dan harmonisasi kebijakan dengan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan kesehatan, 

pemerintahan desa, dan pembangunan daerah(Partadisastra & Octaria, 2023). Dalam konteks 

Kecamatan Nubatukan, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting juga berkaitan 

dengan pemanfaatan dana desa, program kesehatan masyarakat, dan kebijakan pembangunan 

daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah berupaya mengintegrasikan program 

penurunan stunting dengan berbagai kebijakan daerah, termasuk Peraturan Bupati Nomor 44 

Tahun 2021. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tumpang tindih program dan 

kurangnya sinkronisasi kebijakan antar sektor. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi menjadi faktor penting dalam 

mendukung efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Semakin baik 

sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, maka semakin besar peluang keberhasilan program dalam 

mencapai tujuan penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. 

 

KESIMPULAN 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan 

Kabupaten Lembata pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai program percepatan penurunan 

stunting yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, 

kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta masyarakat. Implementasi kebijakan 

dilakukan melalui peningkatan komitmen pemerintah, komunikasi perubahan perilaku, 

konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta 

penguatan sistem data dan audit kasus stunting. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah telah berupaya menerapkan kebijakan nasional secara terintegrasi di tingkat 

lokal melalui pendekatan lintas sektor dan pendampingan masyarakat secara langsung. 
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Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di 

Kecamatan Nubatukan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor 

penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan kapasitas dan profesionalisme aparat 

pelaksana, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pola hidup sehat dan 

pemenuhan gizi keluarga, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan pengawasan dan 

evaluasi program, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan dengan program daerah lainnya. 

Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola konsumsi keluarga, budaya masyarakat, dan 

keterbatasan sarana sanitasi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program 

percepatan penurunan stunting. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting tidak hanya merupakan 

persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, sanitasi, 

dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan 

keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan 

sosial yang berkelanjutan. Kehadiran kader kesehatan, posyandu, dan program pendampingan 

keluarga telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu 

dan anak, meskipun perubahan perilaku masyarakat masih membutuhkan proses adaptasi sosial 

yang berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi 

lintas sektor, meningkatkan kapasitas aparat pelaksana, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, 

serta memperkuat sistem pendataan dan pengawasan program percepatan penurunan stunting. 

Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat melalui pendekatan sosial dan budaya lokal 

agar masyarakat lebih aktif dalam mendukung program pencegahan stunting. Dengan demikian, 

penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik, 

khususnya mengenai efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting melalui 

pendekatan sosio-legal di tingkat daerah. 
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